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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

Dasar pertimbangan yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana
Narkotika yaitu Schapelle Leigh Corby memang tidak berdasarkan
Undang-Undang tentang Grasi yang berlaku ketika itu, akan tetapi
mendasarkan pada faktor kemanusiaan yang bersifat umum saja tanpa ada
penjelasan yang khusus terkait alasan tersebut. Faktor kemanusiaan ini
yang menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam memberikan Grasi
tidaklah salah karena merupakan kewenangan Presiden dan tidak
bertentangan dengan Undang-Undang. Akan tetapi jika dinilai dari aspek
masyrakat akan dianggap telah mencederai rasa keadilan dalam
masyarakat, sebab Presiden memberikan Grasi kepada Corby berdasarkan
alasan kemanusiaan saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai dasar
pertimbangan tersebut. Faktor Kemanusiaan tersebut tidak bisa diterima
masyarakat yang beranggapan bahwa terpidana Narkotika tidaklah pantas
untuk menerima Grasi karena kasus yang dilakukan Corby adalah tindak
pidana Narkotika yaitu kepemilikan Ganja seberat 4,2 Kg, kasus Narkotika

merupakan extraordinary crime.

54



55

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis, dengan

sangat rendah hati penulis memberikan saran berupa:

1.

Perlu adanya koordinasi dalam pertimbangan pemberian Grasi pada
khususnya antara Presiden dan Mahkamah Agung serta Menteri
Hukum dan HAM agar sesuai dengan rasa keadilan yang dijunjung
tinggi masyarakat.

Perlu adanya peraturan yang secara jelas dan khusus yang selain
mengatur tentang pertimbangan dari Presiden dan Mahkamah Agung
mengenai dasar pertimbangan pemberian Grasi, juga mengatur
kriteria, dan batasan khususnya terhadap terpidana Narkotika, agar ada
kesesuaian antara Undang-Undang dengan apa Yyang dilakukan
pemerintah. Pendapat para ahli dapat juga dijadikan dasar
pertimbangan sementara sebelum nantinya akan dibuat Undang-
Undang yang mengatur.

Perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan
pandangan atau pendapat mengenai pantasnya terpidana Narkotika
untuk menerima Grasi yang dapat diwakilkan oleh kalangan akademik,
tokoh adat setempat, dan masyarakat. Hal ini agar pemberian Grasi
dapat dilakukan secara adil dan bijaksana baik berdasarkan Undang-

Undang, pertimbangan pemerintah dan tokoh masyarakat.
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